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Abstract: Synergy and Strategy Ministry of Traffic Policy: The Case of Oil Palm K2-1in Riau.This
study aimed to explore the dynamic formulation of decentralization policies by taking the case
management policy palm plantationsin Riau K2-1 2005-2010. The method used to achieve this
goal isthe use of modern political economy approach, which includes four phases, as described
in Frieden (1991). The results of this study found that: first, the formulation of policies on post-
ministerial synergiesof regional autonomy isdetermined by the changing patterns of interaction
actor bureaucrats, businessmen, and politicians are increasingly dynamic. Second, the actors
have interests and clashing political freverensi. Third, the arena and the network used by aktror
Local increasingly overlap.

Abstrak: Sinergi dan Strategi Kebijakan Lintas Kementerian: Kasus Kelapa Sawit K2-1 di
Riau. Pendlitianini bertujuan untuk mengeksplorasi dinamikapolitik dalam kebijakan desentralisasi
dengan mengambil kasus perkebunan kebijakan manajemen sawit di Riau K2-1 2005-2010. Metode
yang digunakan untuk mencapai tujuan ini adal ah penggunaan pendekatan ekonomi politik modern,
yang meliputi empat tahap seperti yang dijelaskan dalam Frieden (1991). Hasil penelitian ini
menemukan bahwa: pertama, sinergi perumusan kebijakan di lintas kementerian di eraotonomi
daerah ditentukan oleh perubahan pola interaksi aktor birokrat, pengusaha, dan politisi yang
semakin dinamis. Kedua, parapelaku memiliki kepentingan dan bentrok politik freverensi. Ketiga,

arenadan jaringan yang digunakan oleh aktror lokal semakin tumpang tindih.
Key Word: Masalah kebijakan, dinamikaaktor, dan kepentingan

PENDAHULUAN

Sejak diterapkannyakebijakan desentralisasi
dan otonomi daerah di Riau, nampak konflik
semakin marak terutamayang berbasisdengan
kebijakan penge olaan sumber dayadam (SDA).
Studi Casson (2000), Hidayat (2001), Almasydi
(2003), dan K hairul (2009) menunjukkan bahwa
konflik ini tidak hanyamelibatkan pemerintah
(daerah), perusahaan, masyarakat lokal, tetapi
sudah melibatkan duniainternasional. Secara
faktual konflik itu terlihat antaralain dari friks
antaraGubernur dan Wekil Gubernur Riau, 2005
(Riau Tribune, 2005) dankonflik mesyarakat dengan
kelompok internasiona misalnyagreen peace.

Pengamatan awal menimbulkan dugaan
bahwakonflik ini berkaitan dengan kebijakan
publik mengenai perkebunan kelgpasawit. Pene-
litianini bermaksud mendliti masalah dinamika
politik dalam kebijakan desentralisasi. Untuk
menel aah dinamikaitu, dikgji proseskebijakan
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perkebunan kelgpasawit K2-1. Studi ini dilaku-
kan berdasarkan asums bahwakebijakan publik
adalah akibat dari pergulatan politik. Sebab per-
gulatan politik akan menghasilkan Sgpamempe-
roleh apa, kapan, dan bagaimana seperti yang
ditulisoleh Lasswell (1936).

Daam bagianini hendak diuraikan karya-
karyayang relevan dan menjadi sumber inspirad
bagi penditianini, yaitu:: (1) sudi ekonomi-politik
ddamkaitanformulas kebijakan desentraisad,
(2) kajian tentang disharmonisasi kebijakan
sogd-ekonomi Riauyang berkatan perkebunan;
dan (3) karyamengenai perpolitikanlokal pasca
OrdeBarudi Riau. Uraian ini bertujuan untuk
mendapatkan gambaran mengena gpayangteah
diketahui oleh parapendliti terdahulu mengenal
persoa an ekonomi politik dalam kaitan harmo-
nisas kebijakan perkebunan perkebunandi Riau.

Bates(1981) mdakukan penditianmengena
kaitan antara proses kebijakan dengan krisis
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pertaniandi Afrika. Untuk menjeaskanitu, Bates
melakukan analisis terhadap para pembuat
keputusan dengan menerapkan asums bahwa
kebijakan publik itu adaah akibat dari pergulatan
politik antar aktor. AndisisBatesmenunjukkan
kaitan antarakebijakan pertanianyangdibuat oleh
pemerintah di Afrikadengan dinamikahubungan
antar kelompok kepentingan dalam arenapoalitik.
Studi ini menunjukkan bahwakehijakan-kebijakan
pertanian merupakan hadll interaks politik antara
pemerintah dan produsen perkotaan.

Untuk konteks Indonesia, gambaran oleh
Bates diatas sgja an dengan uraian parapendliti
lainnya, salah satu contohnya adalah karya
Andrew MacIntyre. Studi Maclntyre (1991) ini
relevan untuk dibicarakan demi mempertajam
kerangkaanalssyang digjukan Bates. Studi ini,
pada dasarnya bertumpu pada eksplanasi
“interest-group politics™.

Maclntyremendliti politik persaingan antar-
kelompok di Indonesiapadamasa Orde baru
yang menekankan interaks antar kelompok
dalam memformulasikan kebijakan. Dalam studi
ini, Maclntyre mengembangkan konsep ““Bu-
reaucratic Pluralism” dari Emmerson dan
“Restricted Pluralism” dari Liddle. Menurut
parailmuwan politik pluralisini, perpolitikan
OrdeBarutidak sspenuhnya’“ solid” dan“tertutup’” .
Pertama, birokrasi pemerintah padamasaitu
tidak bebas dari perselisihan politik internal.
Berbagai kelompok dalam birokras, mewakili
kepentinganinstitus (misalnya, departemenA
versusdepartemen B) atau individu (misalnya,
menteri A atau menteri B), memperjuangkan
kepentingan politik yang berbeda, walaupun
dalam batas-batas yang ditolerir oleh sistem
otoriter itu. Dalam birokrasi masaotoriter itu
mas h dimungkin adanyapluraismkepentingan
politik. Emmerson menyebut fenomena ini
sebagai ““bureaucratic pluralism” (Macintyre,
1991).

Kedua, proses pembuatan keputusan waktu
itujugatidak kedap pengaruh dari luar birokras,
yaitu pengaruh dari para aktor non-negara.
Dalam sektor-sektor kebijakan yang secara
politik dianggap tidak strategis, yaitu tidak
menyangkut isu keamanan nasional dan isu

politik tingkat tinggi lainnya, proses pembuatan
kebijakan itu bisamentolerir pengaruh dari luar.
Studi Emmerson mengenai proyek industri di
Sumatera, pengkajian Liddle mengenai kebi-
jakan pertanian beras dan gula, dan penelitian
Mclntyremengenai kebijakan pemerintah ddam
regulas indudtri tekdtil, farmas danjasaasurang,
yaitu sektor-sektor penting dalam ekonomi tetapi
tidak menyentuh isu politik-keamanan, me-
nunjukkan bahwa perpolitikan Ordebaru cukup
pluralistik. Beberapakelompok kepentingan
bisamemmpengaruhi hasil akhir proses kebi-
jakan publik. Dinamikaperpolitikan kel ompok
itu tercermin dalam proseskebijakan itu. Hasl|
akhir proseskebijakanitutidak hanyaditentukan
secarasepihak oleh pemerintah. Liddlemenyebut
fenomenaini sebagai ““restricted pluralism™.
Berlangsung perpolitikan yang pluralis, tidak
sekadar manolitik, tetapi terbatas hanyadalam
sektor-sektor yang non-politik dan non-ke-
amanan (Maclntyre, 1991).

Studi ekonomi-palitik lainnyayang berkatan
dengan perkebunan kel gpasawit dilakukan oleh
Casson. Hasil penelitian Casson (2000) me-
nunjukkan bahwake gpasawit merupakan sah
satu subsektor pertanian yang paling dinamisdi
Indonesia. Pertumbuhan kelgpasawit yang pesat
ini didorong oleh faktor kebijakan ekonomi pe-
merintahan Soeharto. Studi yang terkait politik
lokal dilakukan Hadiz (2002) mengenai bang-
kitnyapolitik lokal kasus SumateraUtarapasca
runtuhnyaOrde Baru.

Berbagai studi di atas padadasarnyamem-
fokuskan diri padaisu harmonisas kebijakan.
Perbedaan diantara studi diatas, yaitu Bates
(1981) menekankan padakebijakan pertanian,
Macintyre(1991) dan Liddle (1991) menekan-
kan bahwa proses pembuatan keputusan tidak
kedap dari pengaruh luar birokrasi. Casson
(2000) lebih memperhatikan kebijakan masa
transs rezim. Hadiz (2002) memfokuskan diri
pada proses kebijakan politik lokal. Kajian-
kgianitubanyak membahasformulad kebijakan
masa Orde Baru dan menekankan sisi untung-
rugi ekonomis.

Pendlitianini fokusnyapadadinamikapolitik
dalam kebijakan di tingkat |okal masa pasca
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Orde Baru yang menggunakan isu kebijakan
kel apa sawit sebagai pintu masuk. Studi me-
ngenai perkebunan selamaini tidak mengkait-
kannyadengan persoalan politik lokal. Karena
itu, penulisberharap agar studi ini mempunyai
arti dalam mengis kekosongan khasanah kgjian
politik lokal dan otonomi daerah di Indonesia.

Berdasarkan |atar belakang di atas, studi ini
berusahauntuk menjawab pertanyaan pokok
penelitian sebagai berikut, yaitu bagaimana
dinamikapolitik dalam penerapan kebijakan
perkebunan kelapa sawit K2-1 di Riau 2005-
20107 Hasil studi ini diharapkan bisa mere-
krongtruks proseskebijakan disentrdisas ddam
kaitan pengel olaan konflik kebijakan perkebunan
kelapasawit di Riau.

METODE

Jenispenditianini adaah studi kasus(case
study). Alasan penulismenggunakan metodeini
ialah: pertama, studi dinamika politik |okal
dalam proses kebijakan desentralisasi kasus
kebijakan perkebunan kel apasawit melibatkan
banyak variabd . Dalamkondis seperti itu, sedikit
variabel yang dapat dikontrol secarajeas. Untuk
mengatasinya, dipilihlah strategi penditian studi
kasus. Sumber datayang dipergunakan dalam
studi ini adalah data sekunder maupun primer.
Sumber data sekunder diperoleh dari bahan
dokumen yang berkaitan dengan perkebunan
kelapasawit, baik dicetak ataupun elektronik.
Sumber datasekunder ini addah; lgporan penditian,
jurnal ilmiah, buku-buku, Peraturan perunda-
ngan, surat kabar Riau Pos, Riau Tribune, Riau
Mandiri, Kompas, Majalah Ekskutif, Tempo,
petalokas, slebaran, risdahrapat, datadirektori
perusahaan perkebunan yang diterbit Badan
Pusat Statistik (BPS), dan bahan yang ber-
sumber dari websitesinternet.

HASIL

Sebaga manate ah disnggung di depan, para
aktor yang terlibat dalam penerapan kebijakan
kebun sawit K2-1 dapat diklasifikasikan yang
bersifat mendukung, menolak, dan menerima
dengan syarat. Dinamika respon para aktor

dalam penerapan kebijakan ini sangat ditentukan
oleh karakteristik perpolitikan nasional yang
berlaku dan karakteristik khas ini mewarnai
perpolitikanlokal di Riau. Pertama, kelompok
mendukung yang diwakili KepaaDaerah. Para
aktor birokras masaOrdeBarumemiliki kepen-
tingan mengegar devisa. Sedangkan masapasca
OrdeBaru. Paradlit|oka Riau memperebutkan
kendali atas proses kebijakan perkebunan ke-
lapasawit dan secaraindividua atau terlembaga
misalnyamenggar PBB, lahan HGU, dukungan
suaradaam Pilkada:L seperti yang diungkapkan
oleh salah seorang informan. Perbedaannya
hanyaterletak padasarana, basisdukungan, dan
aktor yang semakin kompleks.

Kedua, kelompok yang menolak diwakili
tokohloka. Kepentingan langsung Tokohlokal
ini sesugguhnyatidaklah jelasseperti yang diung-
kapkan oleh salah seorang narasumber. Se-
mentarakepentingan tidak langsung hanyalah
bersfa normaitif, yakni membentuk opini publik
mengena hak-hak masyarakat 1okd yang dimiliki
secaraturun temurun. Kendatipun demikian,
kelompok yang menolak kebijkan K2-I memiliki
komitmen yang sangat tinggi kepada daerah
misalnyamemperjuangkan agar hak-hak ulayat
masyarat |okal tidak dilanggar dalam membuka
perkebunan. Untuk itu, tokoh ini mengikuti se-
caraseksamasetiap isu pembangunan perkebu-
nan sgjak awal di bukahinggadewasaini. Se-
telah Orde Baru runtuh, kelompok ini semakin
terbukamenanamkan pengaruh politik dalam
proses kebijakan perkebunan di Riau.

Ketiga, kelompok menerimadengan syarat
yang diwakili Dewan Perwakilan Rekyat Dagrah
(DPRD) Riau. Lembagaini sebenarnyamempu-
nyal kekuasaan politik yang sangat besar sebagal
representad dari seluruhrakyat yangdiplihmedui
Pemilu. Kedaulatan masyarakat |oka menguat
setel ah diterapkannyadesentralisas padamasa
pasca Orde Baru. Dalam kasus kebun K2-1,
DPRD Riau menerimadengan sgumlah syarat
terhadap usulan kebijakan perkebunan kepala
sawit K2-1. Kendatipun kemudian, lembaga
palitikini mempos skandiri menerimakebijakan.
Penolakan ini dilakukan DPRD Riau karena
usulankebijakan perkebunanitudinila tidek jelas
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Kepentingan, Basis Dukungan, dan Arena

Tabel 1. Prepolitikan Lokal Mengenai Isu Kebijakan Perkebunan Kelapa Sawit; Aktor,

lemen Kepentingan Arena Jaringan Siasat-siasat Kelompok
Akto Pendukung
Aktor Devisa, dan Birokrasi, | Birokrasi,Parpol, | Negosiasi ke | Birokras
Mendukung | PAD, ganti | DPR,DPR | Kelompok Pusat,DPR,LSM | Parpol
rugi,akses D Sosial,akademisi | Tokoh masy. PBS/PBN,
kekeputusan, Paarpol, Pengusaha sawit | Lokal, Birokrasi,PWI,
kesempatan Dewan Perslokal,Perusa | Merangkul Tokoh lokal,
kerja,suara Pakar haanK ebudayaan | Tokoh Gapensi, sgjlh
dalam Daerah ,SeniOlah lokal,perusahaan | aktorPusat,Pem
Piulkada-| raga,Gapensi, Tokohpers, da Inhil,Rohul,
APSI,hub. melakukan SiakRohil,
Malaysia Acara nasiona | P.Baru
daninternasional,
Menerima gelar-
gelartradisional,
Membuat adat
Aktor Yang | ganti rugi | DPR,DPR | Tokoh Merangkul Wan
Menolak lahan,akses D,Parpol, | masyarakat,LSM | Tokoh AB,LSMLingk
kekeputusan, LSM,Kam | ,nasional/Interna | lokal,demontrasi | ungan,
kesempatan pus sional ,kelompok | ,selebaran,pers M asyarakat,
kerja,hargadiri lokal lokal ,kampanye | adat,kepala
kekampus dan | Desa Kuala
sekolah Cinaku,walhi,Ji
kalahari,FKMR,

Sumber: Data primer, 2010

teknis pel aksanaan maupun konsep anggaran
(Notulens FGD, 2007 dan 2010).

Arenainteraks yang dipakal para aktor
semakin banyak danjaringan paraaktor semakin
tumpang tindih. Sgak penyusunan hinggapene-
rapan kebijakan ini sudah duakali pergantian
KepalaDisbun Riau. Saling lempar tanggung
jawab tidak hanyaantaraK adislamadan baru.
Tetapi terjadi jugaantaraK adisdan Wakadisbun
yang membidangi kebun K2-1. Sdanitu, hampir
semuafraks di DPRD Riau mempersoa ankan
kinerjaKebun K2-I dalam paripurnapertang-
gungjawaban penggunaan APBD 2006. Daam
Situas itulahinteraks paraaktor yang terlibat
kebijakan perkebunan kelapa sawit berkem-
bang dan kemudian mewarna perpolitikan Riau.

Menurut informan, bahwaparabirokrat di
lingkungan pemerintah proving Riaudalamha
ini bergfat mendua Secaraingtitusond berupaya
mengejar bagaimana kebijakan perkebunan
memberikan kontribusi kepada APBD Riau
diisatuss. Sebaga gambaran kontribug perke-

bunanitu addah PBB, luran Pembangunan Desa
(IPEDES) misalnya di Kecamatan Tapung
Kampar Rp.5000,- /d Rp.6.500,-/ha., 45 %
penerimaan pajak di Riau berasal dari perke-
bunan. Di bawahini di gambarkan penerimaan
PBB duaDesakabupaten Siak dan Kabupaten
RokanHulu.

Kontribusi besaran nilai PBB ditentukan
olehluas, polaperkebunan, dan hargayang di-
terapkan. Pada prinsipnyaPolaPBS dan PIR-
Transmemiliki objek pgak denganragamlahan
kebunyang relatif sama, yaitu lahan kebun, la-
dang, dan bangunan. Sedangkan perkebunan
rakyat (swadaya) hanyalahan kebun. Menurut
responden sebelum proseskonvers dari perusa
haan kepada petani plasmaPBB dibayar oleh
perusahaan, petani plasmamembayar (melalui
kelompok tani atau K epala Desa) sesudah ke-
pemilikan lahan diserahkan.

Di 54 lain, has| kebijakan masuk keAPBN
berdasarkan data statistik 2004/2005 ekspor
CPO dan turunannyasekitar US$2.076/18.852
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triliun. Perhitungan pajak ekspor (PE) 1,5% =
99,254 milyar semuamasuk keAPBN Pusat.
Jikapajak ekspor ini dinaikkan 6,5% maka PE
CPO danturunannyadari Riau ke Pusat menjadi
Rp1.225T (Notulens FKMR, 14 Juni 2007).

Apakah paratokoh dan birokrat yang nota-
bene adalah orang yang dipercaya memper-
juangkan kepentingan publik. Namun hal ini di-
bantah olehinforman lain seorang palitis, yang
menyatakan bahwaparatokohloka dan Pemda
telah berupaya meningkatkan kesejahteraan
masyarakat |oka melaui pengembangan perke-
bunan kel apasawit. Program PIR teruji meng-
angkat ekonomi masyarakat Riau di dadlam dan
di sekitar kebun, memang dalam pel aksanaan-
nya, kebijakanini banyak kendda Karenaitu, ani-
mo masyarakat Riautentang kebun cukuptinggi.

Dengan penjelasan di atas, informan juga
ingin mengatakan bahwa pemerintah tetap me-
ngutamakan kepentingan masyarakat |okd daam
persaingan menerapkan kebijakan perkebunan
di Riau. Bahkan untuk menegaskan hd ituinfor-
man ini memberi contoh desa Tandun sebagai
areapertamaperkebunan di Riauyang notabene
menerapkan pola PIR-Bun. Informan ini me-
nyatakan bahwa pendapatan bersh petani plasma
PIR kelapa sawit Rp.2.000.000/KK/bulan/ha
hampir duakali lipat pendapatan bersih petani
plasmaPIR karet Rp.1000.000,/KK/bulan.

PEMBAHASAN

Program kebun K2-1, melibatkan berbagai
elitloka yang bersaing, berinteraks dalam ber-
bagai arena, memakai jaringan, ssmbol-ssmbol
tradisional diantara kelompok-kelompok di
tingkat lokal. Namun politik persaingan aktor
yang bersfat resploka ini ternyatatidak mampu
mel ahirkan dan mengembangkan proses pe-
ngambilan keputusan loka yang menguntungkan
masyarakat, terutamadalam suasana konflik,
karenasebab-sebab yang akan diuraikan berikut
ini.

Daam kasus perkebunan kel apasawit K 2-
|, paraaktor utamabirokras lokal, politis, dan
pengusaha masing-masing memperjuangkan
kepentingannya, birokrat menjadikan kelapa
sawit sebagai basis materil dalam memper-
tahankan dan mencapai kekuasaan|okal. Para
politisi lokal memanfaatkan para pengusaha
nasional daninternasional sebagal motor peng-
gerak untuk mengontrol modal, perizinan, dan
sumberdayapoalitik yanglebihefisen. Kemudian,
parapengusahaperkebunan mdakukantindakan-
tindakan dalam rangka mengontrol struktur
produks kebunyang dikuasa di tingkat lokal..

Sdainitu, paraaktor jugamemaka Smbol-
simbol tradsiona berbasiskan etnik yang adadi
tingkat loka maupun nasiona. Situasi itulahir

Tabel 2. Jenis Kontribusi Perkebunan Kelapa Sawit

35%
2 | PPH 22 barang income dari luar negeri

kontrak.

(o) NG AN

1).Riset kel apa sawit

2).Promosi

3).Dana standby kalau minyak naik
PPN 10% dari kernel/CPO

7 | Pungutan ketika mendapat HGU

8 | BPHTB

9 | Pgjak air bawah tanah

10 | Pgjak penggunaan genset

1 | Pgjak penghasilan (PPH 21) karyawan/staf yang bekerja di industri kelapa sawit 5%-

3 | PPh 23 padajasakontrak perkebunan pada pihak ke-3 sebesar 4,5%-10% dari nilai

PPH 25 pgjak penghasil barang 35% dari keuntungan perusahaan.

Jenis lain PBB tergantung luas tanah nilainya 2.450/M 2 lahan

Pungutan ekspor (PE) untuk menjaga suplay CPO untuk dalam negeri 1,5% -6,5%
dikalikan nilai ekspor. Di Indonesia ada pungutan ekspor sama dengan Malaysia. Di
Indonesia PE masuk pusat sedangkan di Malaysia digunakan untuk:

Sumber: GAKPI dan Data Olahan, (2009),(2010)
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dari sifat kebijakan pembangunan yang eks-
ploitatif dan diperparah oleh kondis pengusaha-
pengusahaloka yang rdif memiliki moda tetepi
terbatas akses kepada proses pengambilan
keputusan di tingkat pusat.

Menurut DPRD Riau Ketua Komisi-B,
K ebijakan Pemda Riau tentang Kebun Kelapa
sawit K2-1 sebetulnyadilatar belakangi oleh
antusasmemasyarakat kekebun. Ddamkonteks
inilahKoms 9-B mendukung PemdaRiauterkait
program strategisnya K2-1. Masih menurut
regponden ini, semangeat orang Riau kalau diban-
dingkan daerah lain misalnya Sumatera Barat
(Sumbar), animo masyarakat tentang kebun cu-
kuptinggi. Hal ini sudahteruji dari program PIR-
Trans, KKPA.

Sdainitu, gagasan kebijakan kebun kel apa
sawit K2-1 tidak lepasdari hargpan dlit-elitlokal
ddammengatas munculnyakonflik sosd di Riau.
Konflik sogd ini muncul diklam karenakebija
kan perkebunan yang ada selamaini kurang
relevan dengankondis dan karakteristik masya-
rakat di Daerah Riau misalnyatumpangtindih
lahan.

Karenaitu, menurut Pemda Riau konsep
KebunK2-I itudimula dari idepenataankembdi
luasared perusahaan perkebunan swasta(PBS)
kelapasawit yang telah memiliki waktu operas
lebih dari 10tahunkesatas. Pendataanini dilaku-
kan oleh Disbun Riau bersama-sama BPN.
Sebelumnyalahan kebun diperuntukkan bagi
masyarakat tempatan melalui misalnya pola
KKPA. Namun, PolaKKPA ini mengandung
berbaga kdemahendi Riauantaralanpolaintinya
dipeliharadengan baik, plasmanyajustru dibiar-
kantidak terawat. Kemudian, jumlahtanamannya
puntidak sesual seharusnya 132 pokok/hadi-
akdi mereka Olehkarenaitu munculah dternatif
polaKebunK2-1. Dari s lahan, kebun kelapa
sawit yang dibanguntidak adauntuk perusahaan.
Seluruhnyauntuk masyarakat miskin, pengem-
bang diberi dana APBD dan uang ini akan
dikembalikan kepada Pemda. Usul ini diharap-
kan memberikan ide penye esaian konflik lahan
perkebunan terutama antara perusahaan dan
masyarakat tempatan. Penanganan konflik lahan
kelapa sawit ini diharapkan dapat meredam

sekaligus mempertimbangkan kepentingan
masyarakat tempatan.

Paradit Pemdaseol ah-olah bergerak sendiri-
sendiri, adadit lokal memakai jaringansistim
petronase dengan caramerangkul kader-kader
partai dan jaringan LembagaSosid Masyarakat
(LSM) terutama yang berbasi skan hutan dan
lingkungan. Di lain pihak, secarahirarkisaktor
birokrat ini berkerjasamadengan gparat penegak
hukum dan partai politik yang memiliki jaringan
dari Pusat hinggake Daerah.

Lanhanyaparatokohlokd yangtergabung
ddam Forum Komunikas PemukaMasyarakat
Riau(FKPMR). Parapemainini bersstumerespon
bahwa kebijakan lokal Kebun Kelapa Sawit
K2-I dengan berpendapat bahwakebijakanini
tidak menjadi dat untuk menindasrakya miskin
di Riau. Paratokohloka ini secaraberkelompok
bermaksud mewujudkan kesgjahteraan masya-
rakat melalui kebun K2-1. Desakan moral ini
dilakukan FKPMR dengan berkomunikasi
dengan paragktor PemdaRiau. Sehinggamasukan
dan pengawasan para€lit lokal inii diharapkan
akanmenjadi pertimbangan Pemdada amkaitan
pembanguan kebun kelapasawit K2-1 di Riaw.

DPRD Riau sgjak awal kebijakan kebun
kelapasawit K2-1 ini dibuat, lembagapolitik ini
kurang solid menerima. Karenadiantarapolitis
lokal ini muncul friks. Lembagapolitik ini lebih
mempersoa kan sis penggunaan anggaran. Se-
dangkan bagi Pemda kabupaten di Riau, ke-
pentinganyaada ah bagaimanaakumulas modd
kebun K 2-1 pada akhirnyatidak mengancam
jaminan keamanan diri parabirokrat di daerah.
Lain pulahalnya, pengusahayang tergabung
dalam Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit
Indonesia(GAKPI). Kelompok ini lebih berke-
pentingan mengetengahkan kontribusi perusa-
haan dan ketersediaan |ahan sektor kel gpasawit
di Riau. Menurut GAKPI, adasgjumlah pagjak
komoditi kelgpasawit baik yang masuk ke Pusat
maupun Daerah.

Bagi LSM di Riau adayang dengan tegas
menolak dan mendukung dilaksanakanyake-
bijakanloka K2I. Adapun LSM yang menolak
misalnyamisalnya Satuan Elit Generas Muda
Peduli Riau (Satelit Gempur). Menurut para
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aktor lokal ini setelah 4 tahun pemerintahan
dewasaini berjadandengan progran K2-1. Namun,
hinggatahun 2007 belum tercipta perubahan
yangsignifikandi Bumi lancang Kuning. Menurut
kelompok ini, kenyataannyarakyat Riautetap
miskin dan bodoh sertatetap terbel enggu dengan
keterbel akangan.

Setidaknyaadaduakepentingan aktor ddam
Kasus Kebun Sawit K2-1. Pertama, dalam
internal birokrasi daerah, yaitu Disbun Riau.
K epentingan yang kaitan denganinsentif ekonomi
paraaktor yang bertugasdi lgpangan. Adaggada
bahwaparaK asubdin, seks berupayamenghindar
dari tugasdan tanggung jawab dalam mengelola
operasional kebun K2-1. Karenaalasan berat-
nyatanggung jawab dan beban biayaoperasond
yang ditanggung sendiiri.

Kedua, kepentingan kaitan dukungan politik
masyarakat. | su dan operasiona kebijakan K2-
| dimobilisas secaradlitisdari Gubernur kein-
dang teknisddamhd ini Disbun Riau. Tujuannya
agar gerakan kebun sawit K2-1 dapat berperan
menjadi alat mengentaskan kemiskinan. Isudan
operasionalisasi kebun ini diharapkan dapat
memberikancitradiri rezimyang berkuasadaam
mengatas masaah besar pembangunan di Riau.

SIMPULAN

Perangkat pemerintah daerah bersaing dengan
tokoh partai memperebutkan kendali proses
kebijakan Perkebunan Kelapa Sawit K2-I.
Kebijakan publik adalah hasil dari pergulatan
politik. Sebab pergulatan politik akan meng-
hasilkan sigpa memperoleh apa, kapan, dan
bagaimana. Oleh karenaitu, kebijakan publik
mengenai kelapasawit di Riau adalah sebagai
hasi| dari pergulatan politik |okal maupun na-
sional. Aktor-aktor dengan kepentingan, pre-
ferend, basisinstiusional yang berbeda-beda
berinteraks dalam mempengaruhi penerapan
kebijakan perkebunan kelapa sawit di Riau.
Harmonisas interaksi antar aktor inilah yang
menentukan sinergisitas kebijakan perkebunan
kelapa sawit di Riau lintas kementerian era
desentralisas.

DAFTAR RUJUKAN

Awang, San Afri (2005) “ Sejarah Pemikiran
Pengelolaan Hutan Indonesia “dalam
Wacana Edisi Tahun J. V1 2005.

Syahza, Almasdy (2004) Pemberdayaan
Ekonomi Pedesaan Melalui Pengembangan
Industri Hilir Berbasis Kelapa Sawit di
Daerah Riau. (Disertasi), Bandung: PPS-
Unpad.

Azriat danAris(2006) “ Sawit Sumber Penghancur
Kehidupan Masyarakat”, dalam Tandan
Sawit.Sawit Wactch.12. Vol .2 Tahun 2006.

Bahari, Syaiful (1996) “Konflik Agraria DI
Wilayah Perkebunan: Rantal Sgjarah Yang
Tak Berujung” ddam Jurnal Analisis Sosial
Vol.9,No.1April 2004.

Bandrun, M (1995) Pelaksanaan PIR Perkebunan
dan Arah Pengembangan, Pekanbaru:
DishunRiau.

Casson, Anne (2000) The Hesitant Boom:
Indonesia’s Oil Palm Subsektor in an Era
of Economic Crisis and Political Change,
HTTp/w.wOccasional paper no.29.

DinasPerkebunan (2003) Evaluasi Pembangunan
Perkebunan Provinsi Riau, Pekanbaru,
Pekanbaru: PemdaRiau.

Dirjen Bangda (2007) Penataan Ruang
Daerah. (makalah) Seminar RencanaTata
Ruang Wilayah Provinsi, Pekanbaru:
BappedaRiau.

Djasit, Saleh (2002) Peran Kelapa Sawit
Dalam Otonomi Daerah: Prosedur
Pengembangan Kelapa Sawit dan
Pabrik di Provinsi Riau (makalah)
L okakaryaJakarta: Departemen Pertanian.

Hidayat, Donny (2006) Analisis peranan
perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau
dalam Era Otonomi Daerah, Thesis,
Sekolah Pascasarjanal PB Bogor.

Hidayat, Syarif (2005) “Desentralisas dan
Otonomi Daerah Masa Orde Baru 1966-
1998", dalam Pasang Surut Otonomi
Daerah, Sketsa Perjalanan 100 Tahun,
Jakarta: Ingtitutefor Loka Devel opment.





